PE
ER:TURAN BUPATI BANYUMAS
OMORS} TAnuN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbﬂng : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108
ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten
Banyumas, perlu  menetapkan Peraturan Bupati
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan dan Tata  Cara
" Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

| 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

o
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4. Undang-u
8-Undang Nomor - b 2004

tentan i

chubﬁk p(;::nmahan Dacrah  (Lembaran Negara
Ones;j

Tambahan Lemba:;n Tahun 2004 Nomor 125,

Nomor 4437 Sbamii Negara Republik Indonesia
kali  terakhir " Balmana {elah diubah beberapa
Tahun 2008 o Undang-Undang Nomor 12
Undan l;ﬂlang Perubahan Kedua  Atas
Pemerintahan gD omor 32 Tahun 2004 tentar‘lg
Indonesia aerah  (Lembaran Negara Republik
Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- l;n-tiing-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
aj Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

¥enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

L Pemeri tah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
' erin aer

Penyelenggara pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas-
Perhl.lbungan'

Komunikasi dan Informatika
Dinas adalah Dinas

I(ah'llpt—lten Banyumas.

.
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1L

_ Telekomunikasi adalah

chuln Dinas adalah Kepal

; ’ a Dj . i
Inrnrmnllku Kabupaten Banyumgg "a8 Perhubungan, Komunikasi dan

ibusi  Pengendalian .
:F-:::)ul Retribusi adalap ’\::f:a.lt')a Telekomunikasi yang selanjutnya
i etribys; . .
Jalam Peraturan Daergly Usl Jasa Umum sebagaimana diatur

NOmOr 19 : "
Jasa Umum Di Kabupaten Baryiirise Tahun 2011 tentang Retribusi

pejabat yang ditunjuk
dibCfi tugas tertenty
pcmungulan Retribusi,

Negeri yang ditunjuk dan
Dinas untuk melakukan

Kas Dacrah adalah Kas Daergp, Kabupaten Banyumas

Bada" adalah Sekumpulan

merupakan kesatuan, baik yang
tidak melakukan usaha

orang  dan/atau modal yang
melakukan usaha maupun yang

» " yang meliputi Perseroan Terbatas,
perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik atay organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik lainya.

Penyelenggaran Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

Menara telekomunikasi, adalah bangunan untuk kepentingan
umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur
fisiknya dapat berupa rangka dimana fl.mgsx, desain dan
l"°flstl'uksinya disesuaikan sebagai sarana penunjangan menempatkan

Perangkat telekomunikasi. |

Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki
i 1

Menara  telekomunikasi yang digunakan dalam. penyeicliggaraan

telekomunikasi.

ne
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19.

21.

2,

3,

Retribusi
wii® t ketentun adalah Orng  pribadi atau Badan  Yané
n“-nunn -Uun. n ucbnguimunu diatur dalam Peraturan Daerah
anmpl!;:‘c‘:m DiY‘Il:‘:: Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasat Ipaten Ban \im . ; i
l,ﬂnlmynmn Retribusi. yumas diwajibkan untuk melaku

Mari adalah hari kerja,

B 7 ’
I"'mul.lgm:nnn ndc[llk:h Su.mu rangkaian  keglatan ~mulai ~dan
penghimp i Al objek  dan subjek  retribusi, penentuan
pesarnya St lerutang, sampai kegiatan penagihan retribusi

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suaty jangka waktu tertentu yang merupakan

patas waktu bagi Wajib Retribusj untuk memanfaatkan jasa umum dari
pemerintah Daerah.

Surat Sctora{'l Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atay penyetoran retribusi yang telah
dilakukan ~dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena
jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.
serangkaian kegiatan ~menghimpun dan

Pemeriksaaan adalah
tau bukti yang dilaksanakan secara

mengolah data, keterangan, dan/a |
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk  menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  retribusi

(b,“
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dan/atau untuk juan lain

an
peraturan perundang- o SRR S TSR s

u
ndnngnn retribusi daerah.

BAB ||

A PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

0 pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dina
s.

INSTANSI PELAKSAN

melaksanakan Pemungutan Retribys;

- i h i
3 P?Ilmpa an sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

BAB 111
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran
Pasal 3

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang
diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh
Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia
ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai
berikut:

nama pemilik Menara;

alamat Pemilik Menara;

lokasi menara,

tinggi menara;

tahun pembuatan/pemasangan menara,

beban/beban maksimum menara;

jumlah BTS dalam menara.

NS DR B e

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan

data/dokumen pendukung sebagai berikut:
1. foto kopi identitas pemilik Menara untuk perorangan dan al

dan;
pendirian padan hukum untuk ba

-
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dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkar

surat Kunsa atay perjanii ) Lupnya
‘rlanjinn i terai secukup
dari Pemilik Menarg; Yung diminhi me

=

bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
surat keterangan tanalh darg lurah/kepala desa;
dokumen standar baky konstruksi menara

T H

@ pormulir pendafaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini,

., formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), discrahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi
Pasal 4

) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

2 Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan
subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi
vang terkait.

7 Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga
yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh

Dinas.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5
Mesa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 6

1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

19 Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

0\/6
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BAB v
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

yilayah Pemungutan Retribusi di Daerap

BAB v]
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 8

0 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

() Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.

i3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Cara Menghitung Retribusi
Pasal 9

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 10

) Pembayaran retribusi terutang harus dilunast selaligns.

() Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.

0) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.

) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling
1 s€j i 1 SKRD.
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya

(b
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wran Retrit ’
" pembay? ust sebagaimang dimaksud pada ayat (3), dilakukan
Jengan menggunakan formuyiy SSRD

9 pentuk (llnn l‘onnf:\t SSRD, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

AP"‘b“a tanggal Jjatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD

pertepatan dengan hari libur, Pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja
perkutnya. '

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

() Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),
Kepala Dinas melakukan teguran.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

, dilakukan secara
tertulis.

(3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang
dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

1) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas
melakukan penagihan.

() Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
menggunakan STRD.

() STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)-

) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat juga denda

Yang harus dibayarkan.

<
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penda dihitung  secary

bulanan dan diperhitungkan sejak tangeal

™ webagaimana dimaksud pady nyat (1),

M\nhﬂ“ tanggal  jatuh
l,(.ﬂcpnmn dengan hari |
perikutnya.

lempo scbagaimana tercantum dalam STRD
bur, » Pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja

e pentuk dan format STRD tercanty

m dalam Lampi merupakan
pagian tidak terpisahkan darj Perat mpiran VI yang P

uran Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN pAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

i Pengurangan d‘:‘m keringanan Retribusi diberikan dengan melihat
kemampuan Wajib Retribusi.
2) Pengurangan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), dapat

dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi
mengenai pengurangan besarnya Retribusi

terutang sebagaimana
tercantum dalam SKRD.

(3 Keringanan dapat  diajukan  oleh Wajib
permohonan  untuk membayar secara
membayar  Retribusi  terutang
SKRD.

Retribusi dengan
angsuran atas kewajiban
sebagaimana tercantum dalam

#) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemochon telah
membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari seluruh kewajibannya.

15) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas
dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan
Pembebasan.

Q) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD
Yang telah ditetapkan.

>
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4

onan pengura : e ¥
3 permoh pengurangan, keringanan atay pembebasan Retribus! dalam

ktu i
jnﬂSk“ wa ’ paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
diterimanya SKRD.

hal permoh
{ palam PEIRehanan Pengurangan, keringanan atau pembebasan

getribusi telah lewat jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
I:’c,-mohomam tidak dapat diterimg_

R Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.

(6 Atas permohonan Pe€ngurangan  atau  keringanan Retribusi,
Kepala Dinas melakukan penilaian
Wajib Retribusi.

terhadap kemampuan

(1 Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas

dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan
ditetapkan dalam Keputusan.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga

alasan pengabulan atau penolakannya.
Pasal 16

() Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak
menunda  Wajib  Retribusi untuk  melaksanakan  kewajiban

pembayarannya.

() Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa

kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.

B Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya
Pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam

Keputusan persetujuan keringanan.

C‘, 10
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i3

i

-

(1}

(3)

#4)

BAB I1X
KURANG BAYAR

Pasal 21

Terhadap kekurangan

pembayaran  retribusi  akibat ~ adany?
ketidakbenaran atay pe

Netapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.

Pungutan retribusg sebagaimang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan SKRDKB,

Pembayaran kekurangan retribus dilaksanakan di Dinas.

Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2%
(dua persen) per bulan,

Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.

Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

mengajukan permohonan

Indonesia kepada Kepala Dinas
dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.

pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
secara tertulis dalam Bahasa

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan
diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan

11
QI
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§

dali
dllrrllitknn.

um Jangka wakiv - paling 1gmg 1 (satu) bulan,

m.bilu pengembalian

dilakukan

kelebihan pembayaran retribusi

ewat 2 (dua) bulan makq Kepala Dinas memberikan imbalan bunga

o .
cbesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran retribusi,

. pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.

) pentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

jeraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
sraturan Bupati ini dengan peénempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 p pec 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di %urwokcrto
Pada Tanggal . B__”D.EC 2013
SEKRETARIS

SAPTONO, Msi !
C_/Pgnbin‘a Utama Muda J

NIP 19640116 199003 1 009

e R1TA DAERAH RABUPATEN BANVUMAS TABGN 201 nowor S2.

b ey
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ARA
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA © AN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDAL!

MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PUTWOKETLO, .evocessmsmsssnssnsrans 2t ms a7
Kepada Yth.
Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

ini kami mengajukan permohonan sebagai waiib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikast

Jeterangan sebagai berikut :

OB = B U A b e

-
=

Pemilik Menara
Nm; Pemilik Menara
t Menara .
ﬁxx : perkotaan /pedesaan )*
Jumlah Pengguna Menara/ jml BTS :
Tahun Pembuatan Menara
Beban Maksimum menara
Longitrude / Latittude
Tangeal dan Nomor IMB

i bahan pertimbangan kami lampirkan :

1
b

(2
i
e

kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
::mhm hal dikuasakan kepada orang atau Badf.:l mmhmﬁ surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi
meterai secukupnya dari Pemibk menara;
Bukti Kepemilikan tanah / surat penguasaan tanah;
surat keterangan tanah dari Lurah / Kepala Desa;
dokumen standar baku konstruksi menara.

) coret yang tidak perlu

Pemohon

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 g pEC 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

13
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNQUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

ERINTAIT KADUPATEN SKRD Nomor Urut: |
" NYUMAS (Surat Ketetapan Retribusi
KoMle riopusi
pINHUB : Daerah)
§ Margantara Tanjung
J No. 460 Purwokerto Tahun:........, =
namA
At
i NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH .
———— PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
Lokasi: ..............
Periode: Tahun .............. P
Jumlah Ketetapan Pokok Rp.
Retribusi
. Jumlah Sanksi Rp.
[ Jumlah Keseluruhan Rp.
-""'FE gan Huruf :
| PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;

2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD
diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap

bulan.

PUurwokerto , .....ccccevevneercininnnenen 20..
An.Kepala DINHUBKOMINFOKabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

.......................

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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PE
RATURAN BUPAT] BANYUMAS

NOM

PETU?VI: TAHUN 2013 TENTANG

b ém PELAKSANAAN DAN TATA CARA

e UTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
RA TELEKOMUNIKAS]

- TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

perhitungan atau . penilaian  besarap retribusi menara diukur dengan
m‘.m;;.crtimbzmgkr;m tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengawasan dan
P‘“S'“dahan menara telekomunikasi termasuk pemberian layanan jasa keamanan
stas menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah, Besarnya nilai retribusi adalah
yjai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan
Bangunan Menara Telekomunikasi dikalikan prosentase paling banyak sebesar 2%
dua perseratu s).

yilai Koefisien tersebut adalah:

|. Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :
a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara.

KAWASAN PENEMPATAN (LM) NILAI (%)
Kawasan Perkotaan 1,60
Kawasan Pedesaan 0,80
b. Berdasarkan Penggunaan Menara.
PENGGUNAAN MENARA (PM) NILAI (%)
< 3 Operator Telekomunikasi 2,00
z 3 Operator Telekomunikasi 0,50
¢. Berdasarkan Ketinggian Menara
KETINGGIAN MENARA (KM) NILAI (%)
?,01‘ meter —34,99 meter 0,75
35 meter — 69,99 meter 1
Di atas 70 meter 5

2 Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Menara Telekomunikasi
BESARNYA
ARA TELEKOMUNIKASI NJOP
NO | KELOMPOK RETRIBUSI MEN MENARA (Rp)
T KELOMPOK = A Menara Telekomunikasi Untuk Usaha N
| Telekomunikasi Seluler y 450.000.000
| A-1 Ketinggian 70 meter ke 86“; S5 meier 300.000.000
| A-2 Ketinggian 35 meter 8.4 03; 55 it 150.000.000
__|A-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,
15

*

Dipindai dengan CamScanner
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| [KBLOMPOK -Tv: ™ e
\ Menara Radio/Televial yay B
7 Dipy
‘ Telekomunikansi Selyler PERUNAkan Untuk Usaha Jasa
| -1 Ketingglan 70 meter ke ajpg .
- 13-2 Ketinggian i‘r?..'_“_’“‘_“‘-—mi"ﬁfﬂﬁ?;‘ 400.000.000
| -3 Ketingion 601 meter v 37,99 e 300000
g [RBLOMPOK - ¢ T 100.000.000
| :
Mennra Lainnya yang Diper,
A Crgunakan
T Telekomunikasi Seluler Untuk Unaha Jasa
| T Ketingsian 70 meter ke g o0
[ - C-)_I\'r_._ﬁ'linggian am‘fgq meler ?gg.ggo.ooo
t==—1C-3 Ketinggian 6,01 meter s A3 or——— et
e T WBT 4,0 34,09 mstor 50.000.000

’ Contoh Perhitungan/penilaian besaran retribusi menara bersama ¢

pendinian Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2
(dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah kawasan
perkotaan, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

koefisien Wilayah Perkotaan (LM): 1,6
Jumlah pengguna menara 2 operator (PM): 2
Tingg Menara (KM): 72 meter
NJOP Menara Kelompok A dengan ketinggian di ats 70 meter: Rp 450.000,-
Rumus Perhitungan Menara=
M + PM + KM) % x NJOP sebagai dasar perhitungan PBB Menara
3
16+2+1,50):3)x100% = 1,7%
tanf retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1,7% x Rp.
450.000.000,- = Rp. 7.650.000,- / tahun
Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pertahun = Rp. 7.650.000,00 (tujuh
J4ta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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i PEMERINT
AH KABUPATEN BA
! ‘ NYUMAS
| SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
Jarap diterima uang sebesar Ll p— - |
e w oS
e o ei— No.Rek
A ————
pengan rincian sebagai berikut:
o Kode Rekening Uraian Jumlah
‘ Rincian (Rp.)
Obyek
| e

LAMPIRAN 1v

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

NOMOR

BENTUK DAN FOR
MAT
SU '
RAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

JUMLAH

Petunjuk Pengisian

a. Formulir ini digunakan untuk penyetoran
PENDAPATAN.

b. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip

Uang tersebutditerima bank
pada tanggal .......................
(Lampirkan slip setoran bank)
Disetor oleh :

setoran bank. NEmMA:  esaasiasmannaissssiins
le No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara JABALANT = .iiceeseseonersssessensssnnssinsnseayens
penomoran di SKPD Tanda Tangan @ .......ccccceeviiiieiiiiiesiecieerinns
d. Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format: | Mengetahui
= |[xx |00 |00 | x x X XX | Xx Namidk = Foceanmssamvissninsiassisiie
, JabBatan = lceccswcammsisnssesiesss
Kode Kode Kode Akun Tanda TANGAT.:  £ocuaasssiisamiiats
l SKPD (5 | Kegiatan Pendapatan Lengkap
digit) (4 Digit) (7 digit)

=

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

somor
perhal

Lamp-

LAMPIRAN v
'll .: .
ERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR

T

p::nUN 2013 TENTANG PETUNJUK

Pl;LAKSANAAN DAN TATA CARA

) PﬂUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
ENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PUTWOKETLO, ......covvmvnnvirirrererscrsnersssannesanes
Kepada Yth.
Teguran

...........................

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai
dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai
dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi
tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari
kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

...........................................

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

18
(},
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LAMPIRAN v

ne

;Il\.RATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR :

PFHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
“LAKSANAAN DAN TATA CARA

b
:wL-M UNQUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
ENARA TELEKOMUNIKASI

ENTUK DAN IO .
" RMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

e _JIIrntum.k
sama Pemiik Menamm =D, N 3 vrasaeg )

1 it At O L T II )

wgmat Nemilik Menara
alamatl Menamm
wawasan Penempatan Menarg (LM)

pengeunaan Menar (PM) ' perkotaan /pedessan )*
Lermgman Menara (KM) :

aor
. Tabhun ______

—— PERNITUNGAN BESARNYA RETRIBUST DAERAT
gehes Pengendahan Menara Telekomunikns;

LI I T

=[LM + PM + KM) % x NJOP

3

BIRD: st rasssih

Dengan Huruf :
o —
pwr | Rp.
paen 11 Rp.
foan m Rp.
Bulen IV Rp.
hulen V Rp.
iCTERANGAN :

Semican formulir diisi dengan sebenar-benamnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan
ewy;iban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang
ek

An. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPA; BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN V11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

~ FEMERINT. :}YIUKMAI{JSUPAHZN - SKRDKD Nomor Urul ©
cletapan R
pmHUBKOMINF‘O. I ctribusi Daernh Kurang Bayar )
J1. Margantara Tanjung Tahun: .........
No. 460 Purwokerto
/‘—d‘-'--_-—_i ------------------
TS () S S s
‘wﬂll .................................................
Jrmmee===2
NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
et S
KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
Periode :Tahun ..............
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Rp.
Dibayar
Jumlah Kekurangan Retribusi Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.
Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyctoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retnbusi Daerah (SSRD).
Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek. ............

2 Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima

dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, .........ccceeuvunees 20...
An. Kepala DinhubkominfoKabupaten Banyumas

Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

BUPATI. BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

o
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LAMPIRAN viIt

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

’ BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

SURAT KETETAPAN RETRIDUSI DAERAN LEBIH BAYAR

A MEFRINTAIURABUPATEN BANYUNAS [
DINHUBRKOMINFO

J1 Margantar Tanjung
No. 460 Purwokerio

HKRDLD Nomor Urut
(Surat Ketetapan Retribusi Daernh Lebih Bayar )
Tabun : .........

pup—

\pnd

Llamnat

G Ok Poygak (PBE)
—MOR JENIS RETRIBUSI DAERAH ol
B KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Lokasa

Penode  : Tahun..............
| Jumlah Ketctapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar Rp.
| Jumlah Kelebihan Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.

Oengan Huruf :

PERHATIAN -
4pabils SKRDLB i tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan
snkw admeustram denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.
An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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